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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman
Minuman Tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 03 Tahun 2004. Untuk menjawab rumusan masalah yakni 1.
Bagaimana hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan
Daerah nomor 03 Tahun 2004? dan 2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam
terhadap hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan Daerah
nomor 03 Tahun 20047?.

Data penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan
library research yaitu penelitian kepustakaan yang berarti proses mencari berbagai
literatur atau hasil pembelajaran yang berhubungan dengan penelitian yang
dilakukan, penelitian /Zibrary research merupakan penelitian guna memperoleh dan
menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik sekaligus sebagai landasan
teori. Data berasal dari buku, Undang-Undang, makalah, jurnal dan sebagainya.
Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dengan pola pikir
deduktif.

Larangan minuman keras sudah diterapkan dalam hukum pidana positif
maupun pidana Islam. Di Indonesia salah satunya yang menerapkan larangan
minuman keras telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.
Sudah ditentukan hukumannya yakni pidana kurungan selama 3 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Bila ditinjau dari
perspektif hukum Islam, tindakan minuman keras dapat dikenai hukuman Aadd,
yang berarti hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah, dalam hukuman Aadd
sanksi bagi minuman keras yakni 40 kali dera sampai 80 kali dera.

Dalam jenis-jenis hukuman, Islam menjelaskan apabila hukuman pokok
tidak dapat dilaksankan maka dapat dilakukan dengan hukuman pengganti yang
mana hukuman pengganti dilakukan karena alasan yang sah, seperti hukuman
ta zir sebagai pengganti hukuman hadd atau gisas yang tidak dapat dilaksanakan.
Sedangkan hukuman #a’zir merupakan suatu pelanggaran yang merujuk pada
kekuasaan kebijaksanaan penguasa, hakim, dan wakil-wakilnya untuk
memperbaruhi dan mendisiplinkan warga mereka.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman keras dalam bahasa Arab bisa disebut khamr, yang mempunyai
arti bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan.! Khamar dalam
bahasa lain yakni a/-khamaru yang artinya satrusi syai’ atau penutup sesuatu,
Kata khamr sudah tidak lagi asing bahkan sering dikonsumsi atau
diperjualbelikan ditempat-tempat tertentu seperti di hotel, di pesta-pesta atau
tempat lainnya, minuman keras sudah dikenal dan dikonsumsi sebelum Al-
Qur’an diturunkan. Meskipun demikian, tidak ada agama satupun yang
memberi kejelasan tentang minuman keras saat itu, hingga minuman keras
dapat dijadikan obat, sebagai minuman adat atau kebiasaan, sebagai minuman

pesta-pesta bahkan sebagai minuman untuk ritual penyembahan.

Dalam Al-Qur’an Allah telah menjelaskan bahwa larangan minum-

minuman Khamr terdapat pada surat Al-Maidah (05) Ayat 90 yang berbunyi
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“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman Kkeras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak
panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan )itu agar kamu beruntung”.?

U'Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya : PT Bina Ilmu Surabaya, 2003) 89.
2 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2008,) 123.



Allah SWT juga berfirman dalam Qur’an surat An-nahl (16) ayat 114

yang berbunyi :

()1 £) 085 86) 3387 0) & e 1938505 i Wols- 481 25555 G 1,I85

“Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberi

diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya

menyembah kepada-Nya”.3

Dalam hukum pidana Islam telah dijelaskan bahwasanya dilarang minum-
minuman keras Islam juga tetap bersikap tegas terhadap masalah minuman
keras, tidak lagi dipandang kadar minumanya sedikit atau banyaknya. oleh
karena itu, sedikitpun tidak boleh disentuh. Rasulullah SAW pernah
menegaskan “Minuman apa pun kalau banyaknya itu memabukkan, maka
sedikitnya pun adalah haram (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).*

Asy-Syurbuadalah bentuk jamak dari kata syurbu. Yang dimaksud adalah
minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya, Imam Malik, Imam al-
Shafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr adalah minuman yang
memabukkan. Baik disebut khamr atau dengan yang lain. Adapun Abu Hanifah
membedakan antara khamr dam mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik
sedikit maupun banyak, dan keharamanya terletak pada dzatnya. Minuman lain

yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamanya tidak terletak pada

minuman itu sendiri, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk.

3 Ibid, 280.
* Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalan Islam, 92.



Jadi menurut Abu Hanifah minum minuman memabukkan selain khamr
sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.

Menurut Umar bin khattab khamr yakni segala sesuatu yang menghalangi
atau menutup akal atau biasa dipakai hal yang memabukkan. Dari Abdullah bin
Umar Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap
khamr itu haram, barang siapa yang meminumnya di dunia dan dia belum
bertaubat hingga mati dalam kebiasaan meminum khamr, maka dia tidak akan
meminumnya di akhirat”. Beliau juga menyampaikan dalam sebuah cerama
bahwa, khamr adalah semua yang menutupi akal dan pikiran. Kemudian
dikarenakan dari biji-bijian yang diolah kemudian menjadi khamr dan
menghasilkan alkohol, maka khamr juga dikenal dengan minuman beralkohol”

Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai jarimah adalah minum
minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya. Yang
dimaksud dengan minum minuman yang memabukkan adalah meminum
minuman yang menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan
beberapa hal. Adapun kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan
sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu
diharamkan.’

Islam juga belum ada ketegasan tentang larangan minuman yang

difermentasikan, jika ditelusuri bahwa tidak ada Al-Qur’an ketentuan hukuman

5 Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadist Hukum Pidana, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),

88.



bagi pelaku minuman keras atau khamr, meskipun dalam hadist telah
ditentukan bahwa hukumannya haram.

Selain tidak adanya kejelasan mengenai sanksi khamr pada Al-Qur’an,
terlihat jelas bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada sama sekali tentang ayat yang
menjelaskan hukuman duniawi bagi pengkonsumsi khamr atau minuman keras,
beda dengan halnya keburukan yang lain seperti berzina, mencuri, dijelaskan
hukuman bagi pelakunya diterangkan jelas dalam Al-Qur’an.

Sebagaimana yang dikenal bahwa hadist telah menjelaskan hukuman bagi
pelaku minuman khamr dan sebagainya yang berkaitan dengan minuman
khamr, akan tetapi masih banyak perbedaan mengenai sanksi minuman keras,
ada yang menjelaskan didera dengan kain, tangan, sandal bahkan dengan
pelepah kurma sekaligus.

Ditambahi dengan hasil penelusuran awal mulanya khamr muncul,
dijelaskan bahwa sejak zaman dahulu memang mengkonsumsi minuman keras,
membuat minuman keras kemudian diminumnya sehingga menjadi kebiasaan.
Dikarenakan awal pembuatan minuman keras digunakan sebagai bahan untuk
kesembuhan, contohnya : dapat menambah kesuburan, menghaluskan kulit,
mengobati luka, mengobati penyakit, dan lain sebagainnya.®

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam seseorang apabila melakukan

pelanggaran akan dikenai hukuman hadd. Hadd merupakan hukuman yang telah

® Hartati Nurwijaya dan lkawati, Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya, (Jakarta : PT
Elex Media Komputindo), 2009, 64.



ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT dan diatur dalam Al-Qur’an.
Hukuman Aadd adalah Hak Allah SWT.’

Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak tuhan, prinsipnya
yakni jarimah yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu untuk
memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Jarimah
hudud antara lain : perzinaan, gadzaf atau menuduh zina, minuman khamr,
pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Menurut Al-Mawardi
hudud merupakan hukuman — hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah
untuk mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang dilarang dan melarang
untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah SWT. Hukuman hadd
merupakan ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan, baik berupa siksaan fisik
maupun moral.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004
tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman keras di Kabupaten
Lamongan bahwa dalam pasal 2 menyebutkan pengawasan dan peredaran
minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi jumlah atau
kuota peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan. Dan pasal 3
menyebutkan pengawasan dan pengendalian minuman keras ditujukan untuk
mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum
yang diakibatkan minuman keras.® Peraturan tentang tindak pidana minuman

keras telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

7 M. Nuril Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2013), 13.
8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan, 3.



03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman
keras di Kabuapten Lamongan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap
pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 menyatakan
minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil
alkohol (C2H250H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan untuk peredar dan
penjual minuman keras jenis tuak agar lebih mematuhi peraturan dan tidak
melakukan tindak pidana tersebut.

Namun dengan adanya Peraturan-peraturan tersebut tidak dapat
meminimalisir terjadinya pelanggaran minuman keras jenis tuak, karena praktik
yang berada di lapangan masih banyak yang melakukan pelanggaran seperti
mengkonsumsi minuman keras jenis tuak.

Minuman keras jenis tuak sesungguhnya banyak menimbulkan kerugian
baik pada pengkonsumsi atau bagi ketertiban masyarakat karena terdapat
dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan
fisik, gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta menimbulkan gangguan kesehatan, serta jasmani dan rohani.
Permasalahan ini masih banyak terjadi di masyarakat khususnya desa Paciran
Kabupaten Lamongan yang sebagain masih mengkonsumsi minuman keras

jenis tuak.



Melihat banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam tindak pidana
minuman keras jenis tuak, maka penulis tertarik untuk mengkaji Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran
minuman keras dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Hukuman Minuman Tuak menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 03 Tahun 2004”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang penulisan diatas, penulis
memberikan pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi
masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Analisis hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan
Daerah nomor 03 Tahun 2004

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran
Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03
Tahun 2004.

3. Unsur-unsur tindak pidana minuman keras

4. Jenis-Jenis sanksi minuman keras

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan
permasalahan agar lebih terarah dan lebih jelas yaitu:

1. Analisis hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan Menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004.



2. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran
Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03
Tahun 2004.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka
penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 ?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak
di Paciran Lamongan menurut peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 ?

D. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban
rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan
menurut peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman
tuak di Paciran Lamongan menurut peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004.

E. Kajian Pustaka
Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada skripsi yang
membahas secara terperinci terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian

peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan. Maka peneliti mencoba

mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, yaitu:



1. Skripsi karya Putri Miftakhul Khusnaini pada Tahun 2016 yang berjudul “
Pandangan tokoh Agama dan tokoh masyarakat terhadap peredaran jual beli
“TUAK” di Kabupaten Tuban Jawa Timur” membahas tentang pandangan
tokoh tentang peredaran jual beli tuak khususnya di Kabupaten Tuban Jawa
Timur.” Persamaan dengan Skripsi penyusun adalah sama-sama tentang
peredaran minuman tuak. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus
membahas tentang pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang
peredaran, sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang hukuman atau
sanksi minuman tuak.

2. Skripsi Karya Ary Lugito Susilo pada Tahun 2009 yang berjudul “ Jual beli
alkohol dalam Tinjaun Hukum Islam di Pabrik CUI desa Bekonang
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo” membahas tentang jual beli
alkohol yang ditinjau dalam hukum Islam.'® Persamaan dengan skripsi
penulis adalah sama-sama membahas tentang minuman beralkohol yang
sama-sama ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaanya adalah skripsi ini lebih
fokus pada jual beli dalam tinjauan hukum Islam dengan objek yang diambil
yakni minuman alkohol secara umum. Sedangkan skripsi yang penulis tulis
lebih menfokuskan pada sanksi minuman beralkohol jenis tuak menurut

hukum Islam dan hukum positif.

Putri Miftakhul Khusnaini, “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat terhadap peredaran
jual beli tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur’, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2016.

19 Ary Lugito Susilo, “Jual Beli Alkohol dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik CUI desa
Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi Sarjana Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.



3. Skripsi karya Reka Aprilia pada Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang pengendalian dan
pengawasan penjualan minuman beralkohol menurut hukum Islam (studi
kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” membahas
tentang penerapan kebijakan pemerintah kota tentang pengendalian dan
pengawasan penjualan minuman beralkohol.!'! Persamaan dengan skripsi
penulis adalah sama-sama membahas tentang sanksi minuman beralkohol
baik dalam hukum positif atau hukum Islam. Perbedaanya adalah skripsi ini
lebih fokus pada minuman beralkohol secara umum. Sedangkan skripsi yang
penulis tulis lebih menfokuskan pada minuman beralkohol jenis tuak.

4. Skripsi karya Herry Saputra Alam pada Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan
Kriminologis terhadap kejahatan peredaran minuman keras tradisional di
Kabupaten Enrekang” membahas tentang peredaran minuman Keras
tradisional di Kabupaten Enrekang.'”? Persamaan dengan skripsi penulis
adalah sama-sama membahas tentang peredaran minuman keras.
Perbedaanya adalah skripsi ini lebih fokus pada peredaran minuman keras
tradisional dengan pandangan kriminologis sedangkan skripsi yang ditulis
oleh penulis yang menfokuskan peredaran minuman keras jenis tuak dalam

pandangan hukum Islam.

1 Reka Aprilia, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar L ampung tentang Pengendalian
dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan
Bumi Waras Kota Bandar Lampung )’ Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, 2019.

12 Harry Saputra Alam,“7Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan peredaran minuman keras
tradisional di Kabupaten Enrekang’, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Makassar, 2015.



5. Skripsi karya Hanik Masfufah pada Tahun 2019 yang berjudul
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung
dalam Perspektif Hukum Islam” membahas tentang penerapan PERDA
Kabupaten Tulungagung tentang minuman beralkohol.!? Persamaan dengan
Skripsi penulis adalah sama-sama membahas penerapan PERDA tentang
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol dengan
perspektif hukum Islam. Perbedaanya adalah skripsi ini lebih fokus pada
Penerapan PERDA dengan Pandangan hukum Islam, sedangkan skripsi yang
ditulis oleh penulis yang menfokuskan pada penerapan PERDA pandangan
hukum positif dan hukum Islam.

F. Kagunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis
berharap penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam
memahami permasalahan hukum dan memahami penerapan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan.

13 Hanik Masfufah, *“ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pengendalian
dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif
hukum Islam’, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan ilmu hukum, Istitut Agama Islam Negeri
(TAIN) Tulungagung, 2019.



2. Aspek praktis
Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis
untuk penambahan wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya
bagi yang berwenang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 03 Tahun 2004.
G. Definisi Operasional
Dari judul skripsi penulis, ada beberapa istilah yang harus didefinisikan
adalah sebagai berikut:
1. Hukuman Hadd
Hukuman Hadd merupakan hukuman yang telah ditentukan macam
dan jumlah (berat ringanya) sanksi yang menjadi hal Allah SWT. Dalam
hukum pidana Islam bagi pelaku minuman keras sanksinya ditentukan dalam
Al-Qur’an dan Hadist yakni sanksi hukuman cambuk atau hukuman dera.
2. Hukuman
Hukuman adalah ancaman yang berisi siksaan. Sanksi bersifat
penderitaan karena hukuman itu dikenakan terhadap'* seseorang yang
melanggar kepentingan hukum.
3. Minuman Tuak
Minuman tuak merupakan semua jenis minuman yang beralkohol

tetapi bukan obat, yang didapat dengan fermentasi oleh sel ragi dari biji-

4 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta :
Prenadamedia Group, 2015), 64.



bijian yang mengakibatkan memabukkan atau hilangnya kesadaran apabila
diminumnya.
4. Peraturan Daerah
Peraturan perundang-undangan yang disuusun oleh DRPD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2004 menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran
minuman keras di Kabupaten Lamongan.
H. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan
sesuatu dengan menggunakan pikiran secara teliti sebagai usaha untuk
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran agar dapat tercapai
sesuatu tujuan, atau cara untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan
yang ada. '’
Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian tersebut
diantaranya, yakni:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan /library research yakni
penelitian kepustakan, yang berarti penelitian ini adalah proses mencari
berbagai literatur, atau hasil pembelajaran yang berhubungan dengan
penelitian yang sedang dilakukan, penelitian ini merupakan kunci dari
pembuka semua hal yang dapat membantu memecahkan suatu masalah

dalam  penelitian, tentunya  sumber pustaka yang  dapat

15 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1997) 1-3.



dipertanggungjawabkan dalam kekuatan ilmiah. Adapun sumber-sumbernya
adalah : jurnal ilmiah, buku, makalah, ensiklopedia, dan karya ilmiah yang
lainnya. Penelitian pustaka merupakan suatu usaha guna memperoleh data
yang diperlukan serta menganalisis suatu masalah dengan cara kepustakaan.
Serta menggunakan penelitian keperpuskaan untuk menelaah teori-teori
yang berhubungan dengan masalah kemudian dijadikan sebagai landasan
teori.'® tujuan penelitian kepustakaan yakni guna untuk menganalisis,
membahas rencana penelitian, penemuan pustaka, dan lain sebagainnya.'”

Metode penelitian kepustakaan merupakan bagian dari penelitian
kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kenyataan yang sedalam-
dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif juga merupakan
menafsirkan data yang nyata.

Penelitian kualitatif sesungguhnya penelitian yang menghasilkan data
berupa ucapan atau tulisan serta peristiwa yang diamati oleh orang-orang
yang sedang melakukan penelitian.'®

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan membahas
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004

maka data yang diperlukan yaitu:

16 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 111

17 Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5

18 Koentjaraningrat, Masalah Perencanaan Penelitian : Metode — Metode Penelitian Masyarakat,
(Jakarta : PT Gramedia, 1977), 198.



a. Hal-hal mengenai sanksi pidana bagi minuman tuak di Paciran dalam
peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004 tentang
pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Lamongan.

b. Konsep hukum pidana Islam tentang sanksi pidana bagi minuman tuak di
Paciran.

3. Sumber Data
Sumber data merupakan sesuatu yang paling vital dalam penelitian,
apabila terjadi suatu kesalahan dalam menggunakan sumber data maka data
yang diperoleh oleh peneliti akan tidak sesuai pada yang diharapkan oleh
karena itu peneliti harus memahami sumber data mana yang seharusnya
digunakan, sehingga sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis sumber
data yakni bahan primer dan bahan sekunder."”

a. Bahan primer

Bahan Primer merupakan bahan yang diambil atau diperoleh dari
kajian kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yakni Peraturan daerah
Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004 tentang pengawasan dan
pengendalian minuman keras di Kabupaten Lamongan dan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana.

9 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Format-format Kuantitatif’ dan Kualitatif),
(Surabaya, Airlangga University Press, 2001), 129.



b. Bahan Sekunder
Bahan sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mendukung
bahan primer atau yang diperoleh dari sumber tidak langsung, data yang
dari kepustakaan. Contohnya buku, kamus hukum, jurnal, artikel atau
media internet yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan,
yang berkaitan dengan pembahasan dan dapat membantu dalam skripsi
penulis, diantaranya:
1). Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Figh Jinayah)
2). Hukum Pidana Islam
3). Kajian Hadist-hadist Hukum Pidana Islam ( Hudud, Qishas dan Ta zir)
4). Hadist Hukum Pidana
5). Figih Jinayah
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Ildentifikasi data, yakni mengumpulkan berbagai literatur, kemudian
memilah-milah data dan memisahkan data yang akan masuk dalam
pembahasan

b. Editing, yakni memeriksa kembali data-data secara cermat mengenai
kelengkapan, relevansi serta hal-hal yang perlu dikoreksi mengenai
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Minuman Tuak di
Paciran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03
Tahun 2004.

c. Organizing, yakni menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh

sehingga dapat menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi



mengenai tinjaun hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak

di Paciran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03

tahun 2004.

d. Analizing, yakni melakukan analisis deskriptif tinjauan hukum pidana
Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengubah data mentah menjadi
data yang bisa memiliki makna. Oleh karena itu, setelah mengumpulkan
data-data diatas maka dilakukan metode analisa deduktif, yakni proses
pendekatan yang berawal dari kebenaran umum terhadap peristiwa dan
menyimpulkan kebenaran dengan peristiwa yang berkaitan. sehingga dari
metode deduktif penulis menganalisa data mengenai bagaimana tinjauan
hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis
membuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mana pendahuluan yakni
gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang berisikan
latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab kedua adalah dalam bab ini akan mengemukakan tentang kajian teori
yang ditelaah dari berbagai sumber buku yang berisi tentang sanksi minuman
khamr atau minuman keras. Yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang
jarimah khamr, teori hadd, pelaksanakan hukuman Aadd, macam-macam
hukuman.

Bab ketiga adalah pemaparan data yakni hukuman minuman keras dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Bab ini berisi tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Lamongan, Peraturan Daerah
Syari’ah, dan proses pembuatan Peraturan Daerah khususnya PERDA Miras.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis data, menggunakan teori-
teori yang terdapat pada hukum pidana Islam untuk menganalisis deskripsi data
yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai
jawaban atas permasalahan dan saran atau rekomendasi supaya dapat

menyelesaikan masalah.



BABII
HUKUMAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM

A. Jarimah Minuman Khamr

Nabi telah menjelaskan bahwa minuman keras merupakan hal yang
memabukkan, minuman keras merupakan induk dari kejahatan. Khamr
merupakan istilah yang biasa disebut dalam minuman keras dari hukum Islam.
Khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya
mabuk atau gangguan kesadaran.! Minuman terlarang sudah menjadi masalah
nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintan dan
masyarakat.? Para ulama sepakat bahwa setiap yang mengkonsumsi minuman
khamr ditetapkan hukuman Aadd atau hukuman Hudud?> Khamr identik dengan
jenis minuman yang memabukkan, baik kadarnya sedikit maupun banyak.

Fatwa MUI menjelaskan bahwa khamr adalah minuman yang
memabukkan, baik berbentuk minuman atau lainnya tetap hukumnya haram,
minuman yang termasuk khamr adalah minuman yang mengandung etanol
minimal 1%, minuman khamr adalah produk yang dihasilkan melalui proses
fermentasi dengan menggunakan ragi.* Sesuai dengan minuman tuak apabila

digiyaskan.

! Zinuddin Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafiks,
2006), 114-115.

2 Ariani, Pengetahuan bahan makanan dan minuman seri : Babi dan Khamar, (Malang : Gunung
Samudera, 2013), 91-92.

3 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah, 2016), 47-48.

* Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan
Ta’zir), (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 138
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Sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana Islam bahwa jenis-jenis
hukuman dibagi menjadi beberapa bagian, dengan berbagai segi:
1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lainnya,
hukuman dari segi pertalian dibagi menjadi 4 bagian:

a. Hukuman Pokok (“uqubah asliyah) merupakan hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, contohnya:
hukuman gisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera atau cambuk
100 kali sebagai jarimah zina, atau hukuman potong tangan sebagai
jarimah pencurian.

b. Hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah) merupakan hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, ketika hukuman pokok dapat dilaksankan
karena alasan yang sah, contohnya hukuman diyah atau denda sebagai
pengganti hukuman gisas dan hukuman za ’zir sebagai pengganti hukuman
hadd dan gisas ketika tidak bisa dilaksankan.

c. Hukuman tambahan (‘uqubah taba’iyah) merupakan hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang
yang diwariskan, sebagai tambahan hukuman gisas dan diyah disamping
hukuman pokoknya.

d. Hukuman pelengkap (‘uqubah takmiliyah) merupakan hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada kuputusan dari hakim
dan syarat ini membedakan hukuman tambahan, seperti mengalungkan

tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.



2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya
hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a. Hukuman yang memiliki satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau
batas terendah, contohnya hukuman dera atau jilid sebagai hukuman Aadd
(delapan puluh kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang
menambah atau mengurangi hukuman tersebut. karena hukuman itu
hanya satu macam.

b. Hukuman mempunyai dua batas, artinya batas tertinggi dan batas
terendah. Hukuman ini hakim diberi kewenangan untuk memilih
hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. contohnya hukuman
penjara atau dera pada jarima ta zir.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman
tersebut dibagi menjadi 2 yakni :

a. Hukuman yang sudah ditentukan (“‘uqubah magaddarah) yakni hukuman
yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara’ dan hakim
berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau
mengantikannya dengan hukuman lain. Hukuman ini merupakan
hukuman keharusan karena hakim tidak berhak menggugurkan atau
memaafkan.

b. Hukuman yang belum ditentukan (‘uqubah qayr muqgaddarah) Y akni
hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari
sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh shara’ dan menentukan

jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya.



Hukuman ini disebut hukuman pilihan karena hakim dibolehkan untuk
memilih diantara hukuman — hukuman tersebut.
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, dibagi menjadi tiga yakni :

a. Hukuman badan (“‘uqubah badaniyah) yakni hukuman yang dikenakan
atas badan manusia, contohnya hukuman mati, dera, dan dipenjara

b. Hukuman jiwa (‘uqubah nafsSiyah) yakni hukuman yang dikenakan atas
jiwa manusia bukan badannya contohnya ancaman, peringatan atau
teguran.

c. Hukuman bentuk harta (‘uqu’bah maliyah) yakni hukuman yang
dikenakan terhadap harta seseorang seperti denda atau perampasan harta

5. Ditinjau dari segi macam jarimah yang diancam hukuman, terdapat 4 macam

yakni:

a. Hukuman Audud merupakan hukuman yang ditetapkan atau jarimah-
jarimah Audud.

b. Hukuman gisas dan diyah merupakan hukuman yang ditetapkan atas
jarimah-jarimah gisas dan diyah

¢. Hukuman kaffarah merupakan hukuman yang ditetapkan untuk sebagian
jarimah gisas dan diyah serta beberapa jarimah ta’zir

d. Hukuman ¢a’zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah
ta’zir?
Perlu dipahami bahwa apabila semua perbuatan dibiarkan tanpa adanya

peraturan yang mengatur, maka akan mengantarkan pada kekacauan, Oleh

> Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah, 92-95.



karena itu Allah SWT mengatur perbuatan setiap hambahNya, allah juga
mengatur pemenuhan terhadap naluri dan kebutuhan jasmani manusia dengan
hukum. Syariat Islam menjelaskan bahwa hukum atas setiap peristiwa yang
terjadi pada manusia itu sebabnya Allah menentukan halal dan haramnya
sesuatu. Allah SWT memerintahkan manusia agar menjalankan apa yang
diperintahkan dan apa yang dilarang. Jika manusia melakukan kejahatan maka
mereka harus dikenai sanksi.

Syariat Islam menjelaskan bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di
akhirat maupun di dunia. Adanya sanksi sebagai pencegah, agar manusia dapat
mencegah dari perbuatan dosa atau tindak pelanggaran.® Islam sendiri tidak
begitu tegas melarang minuman olahan yang difermentasikan, jika ditelusuri
belum ada ayat al-qur’an yang menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi
pengkonsumsi minuman keras. Meskipun kedudukannya sudah sangat jelas
diantara kalangan ulama bahwa hukum minuman keras adalah haram.

Abu hanifah menjelaskan bahwa minuman keas atau khamar yakni anggur
yang diperas kemudian dimasak dan difermentasikan sesuai dengan penamaan
asal khamr.

B. Teori Hadd
1. Pengertian Hudud
Hudud adalah jamak dari bahasa arab dari kata hadd yang berarti
pemisah antara dua hal sehingga keduannya tidak bisa tercampur, selain itu

hadd juga berarti pencegahan, larangan, membatasi hal-hal yang

® Abdurrahman al Maliki, Sitem Sanksi Dalam Islam, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.



diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Hudud adalah ketentuan sanksi atau
hukuman terhadap pelaku kejahatan baik berupa siksaan terhadap fisik
maupun lainnya. Dan menurut syariat bahwa hadd adalah ketentuan Allah
yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun Hadist.” jarimah Audud
merupakan jarimah yang menjadi hak tuhan, yang menyangkut kepentingan
orang banyak seperti memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan
masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa Audud adalah hukuman
hukuman pencegahan yang ditetapkan oleh Allah guna mencegah manusia
dari hal-hal yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah.?
Jarimah hudud meliputi : perzinaan, menuduh zina (gadzaf ), minuman
khamr, pencurian, pemberontakan dan murtad.

Jarimah Awudud merupakan tindakan kejahatan yang menjadikan
pelakunya dikenai sanksi atau hukuman Aadd. Maksudnya setiap tindak
pidana yang dilakukan seseorang maka dapat dikenai sanksi hadd atau
ketentuan Allah yang mana sanksi tersebut diberikan sesuai dnegan
perbuatan yang dilakukan. Maka akan diberi sanksi yang tegas dan seadil-
adilnya. Untuk membuktikan adanya perlakuan atau perbuatan jarimah
tersebut maka diperlukan saksi, pengakuan dan garinah Saksi yang
dibutuhkan yakni dua orang serta bukti garinah yaitu bau minum pelaku,

mabuknya pelaku atau pelaku hingga muntah.

7 Zainudin Ali, Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, 106.
8 Imam Al-Mawardi, A/-Ahkam As-Sulthaniyah, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 219.



Dalam Islam Audud sebagai hukuman karena tindak pidana yang
ditetapkan di Al-qur’an dan Hadist. Audud adalah syariat yang ditetapkan
oleh Allah untuk manusia tentang haram halalnya sesuatu. Menurut Awdah
bahwa jarimah Audud adalah Jarimah yang ditetapkan dengan sanksi Aadd,
hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah.’

2. Jenis-Jenis Hudud

Jarimah Audud merupakan jarimah yang sangat jelas hanya terdapat
satu hukuman, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini, pelaksanaan
hukuman terhadap pelaku yang telah nyata melakukan jarimah Audud
dengan segala macam bukti. Hakim tidak bisa berijtihad memilih hukuman
lain karena hukuman Audud sudah pasti ditetapkan dalam Al-qur’an dan
hadist. kekuasaan hakim pada jarimah Audud dibatasi dengan penentuan
jumlah hukumannya.'?

Jenis-jenis Audud diklarifikasi oleh fuqoha adalah perzinahan, gazaf
(menuduh berzinah), pencurian, Airobah (pengacau) dan bughat (makar),
murtad, serta peminum khamr. Hukum zina ditegaskan guna menjaga
keturunan dan nasab, hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti
guna menjaga kehormatan dan harga diri, hukuman mencuri guna menjaga
harta, hukuman para perampok guna menjaga jiwa harta serta harta diri

kehormatan, hukuman pembangkang guna menjaga agama dan jiwa,

® Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Figh Jinayah), (Surabaya: Pustaka Idea,
2015), 14.
10 Al-Mawardi, A/-Ahkam As-Sultaniyah, 275-276.



hukuman orang murtad guna menjaga Agama, hukum peminum khamr guna
menjaga akal.
a. Perzinahan

Zina merupakan melakukan seksual yang diharamkan dikemaluan

dan didubur oleh dua orang yang bukan suami istri. Perbuatan zina adalah

apabila sudah memiliki unsur-unsur persetubuhan antara kedua orang

yang berbeda jenis kelaminya dan tidak ada keraguan dalam berhubungan.

Zina dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dan

mengandung kejahatan dan dosa. Dijelaskan dalam QS. Al-Isra’ ayat 32:

-

(1Y) S sleg08826 S8 D) & 1955 Vs

Dan janganlah kamu mendekati zina : sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.'!

Hukuman bagi perbuatan zina apabila mushan adalah dirajam
dengan lemparan batu hingga mati, dan pelaksananya dilapangan secara
terbuka. Ditempat umum agar yang lainnya dapat mengambil pelajaran
dan tidak melakukan hal yang sama. Dan apabila orang melakukan zina
bukan muhsan maka dihukum 100 kali dera atau cambuk.

b. Menuduh zina

Qazaf atau menuduh zina maka hukumannya dengan ¢a’zir dan

termasuk dosa besar. Tindakan menuduh zina bertujuan untuk merusak

nama baik seseorang. Akan tetapi perbuatan menuduh zina adalah

11 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya. 285.



tindakan yang dapat mengancam keselamatan moral masyarakat
termasuk Audud.

Sanksi menuduh zina sebagai berikut : didera sebanyak delapan
puluh kali, segi status social sudah tidak dijadikan saksi dalam berbagai
bentuk apapun, tergolong orang yang fasik. Sebagai mana dalam QS. An-

Nur (24) ayat 4 :

\
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Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik berbuat zina dan
mereka tidak mendatangkan emapt saksi, maka deralah mereka yang
menuduh zina delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima
kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik.*?
c. Pencurian
Pencurian adalah mengambil harta yang tersimpan ditempat yang
terjaga dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Bisa dikatakan sebagai
pencurian apabila mengambil harta orang lain, proses pengambilan dalam

keadaan tersembunyi, harta yang diambil tersimpan baik-baik. Di dalam

QS. Al-Maidah (5) ayat 38 menjelaskan bahwa:

2SS Wy 2l BT LS 5 Ts Lidal ok 518 58

Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangannya keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat
dan sebagai siksaan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. '3

12 Tbid, 350.
3 1bid, 114.



Sesuai dengan penjelasan diatas apabila seseorang melakukan
pencurian maka diancam hukuman hudud dengan potong tangan,
d. Perampokan

Perampokan adalah istilah Airabah. Sedangkan dari etimologi yakni
perang, merampas harta, membuat rusak, kecelakaan, menyebarkan
permusuhan atau tindakan bersenjata dari kelompok orang untuk
melakukan kekacauan, merusak harta benda serta dapat menentang
perundang-undangan. Dalam ayat QS. Al-Maidah ayat 33 menjelaskan
bahwa bagi perampok terdapat 4 macam : hukum bunuh, hukum salib,
hukuman potong tangan dan kaki secara silang dan hukuman buang atau
pengusiran.

Sebagain ulama berpendapat apabila perampokan disertai dengan
pembunuhan maka hukumannya hukuman mati, dan apabila perampokan
disetai dengan pembunuhan dengan keji maka hukumannya dibunuh
dengan salib, jika perampokan dilakukan pemaksaan maka hukumannya
potong kaki atau dibuang. Syarat Airabah dijatuhi hukuman Audud adalah
mukallaf, membawa senjaga mematikan, tidak di dalam kota dan jauh dari

keramaian kota, terang-terangan.'*

14 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan
Ta’zir), 87.



e. Pemberontakan
Pemberontakan atau A/-Baghyu secara bahasa berarti melampui
batas, aniaya, secara etimologi pemberontakan adalah perbuatan yang
menyimpang dari kebenaran. dan dilakukan sekelompok muslim yang
memiliki kekuatan yang menentang penguasa resmi dalam beberapa
masalah karena tidak adanya kesempatan terhadap ketetatapan
pemerintah dalam masalah yang mereka tuntut.
Pemberontakan merupakan tinda pidana dengan hukuman berat
sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 9 bahwa:
AN L) Eai Wi 1,20 gl Gadl g i W )
JIRL gl 1Al Sl 36 L T ) e B ad el s
(4) Gl E4 a0 3y 2 1sla i
Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduannya, jika salah satu dari keduannya
berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah
golongan yang berbuat zalim tersebut, sehingga golongan itu
kembali pada perintah Allah jika golongan itu telah kembali pada
perintah Allah, maka damaikanlah keduannya dengan adil dan
berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil.">
f. Murtad
Murtad adalah menentang, menolak, menutup atau mengembalikan.
Sedangkan menurut etimologi adalah kembalinya orang Islam yang

berakatal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa

ada paksaan dari orang lain baik perempuan maupun laki-laki.

15 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 516.



Orang murtad dalam pandangan Islam menimbulkan efek negatif
pada dirinya antara lain : hubungan perkawinan terputus karena salah satu
diantara suami istri murtad sehingga dapat mengakibatkan batalnya
perkawinan, hilangnya kewenangan menjadi wali terhadap orang Islam
atau harta orang Islam, tidak dapat saling mewarisi dengan kerabatnya
yang muslim.

g. Minuman Khamr

Minuman khamr adalah minuman yang memabukkan karena
mengandung alkohol. Dinamakan khamr karena dapat menghilangkan
akal, bisa merusak akal. Dalam perspektif figh khamr adalah setiap
minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, sesuai dengan
hadist Nabi diriwayatkan Ibnu Umar bahwa setiap yang memabukkan
adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.

Menurut Abu Hanifah ada dua jenis hukuman bagi orang yang
meminum minuman keras yaitu : hukuman Audud karena meminum
minuman keras tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak,
meminumnya sedikit atau banyak. Hukuman Audud karena mabuk yang
diberikan pada mereka yang meminum selain khamr, jika diminum dan
tidak mabuk, tidak dihukum.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan satu riwayat dari
Imam Ahmad bin Hambal bahwa orang yang meminum minuman khamr
maka didera sebanyak 80 kali, namun Imam Syafi’i berpendapat bahwa

hukuman Audud atas tindak pidana minuman khamr adalah 40 kali dera,



akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa melakukan hukuman dera
sebanyak 80 kali. Jadi hukuman minuman khamr 40 kali dera dan 40 kali
dera hukuman ¢a’zir .

Pada masa pemerintah khalifah Umar, beliau memikirkan
banyaknya orang-orang yang mengkonsumsi minuman khamr, beliau
bermusyawarah bersama para sahabat untuk menetapkan hukumannya.
Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa hukuman Aadd paling ringan
adalah 80 kali dera, sayidina Umar menyetujui pendapat tersebut dan
ditetapkan keputusan bersama, maka sanksi minuman khamr 80 kali dera,
40 kali dera sebagai hukuman hadd dan selebihnya sebagai hukuman
ta’zir yang boleh dilakukan khalifah atau penguasa.'®

Diatas telah dijelaskan jenis-jenis Audud dalam hukum Islam
minuman beralkohol disebut dengan khamr yang berarti sebuah kekejian
awal mula terjadinya bencana dan musibah. Bahayanya mengancam
tubuh, nyawa, kehormatan, kemuliaan, bahkan juga dapat mengancam
anak sekaligus. Berapa banyak khamr telah meruntuhkan rumabh,
memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan
bencana, mengubah akal sehat berfikir, memberi petunjuk menjadi gila,
zalim, rusak, dan juga dapat menimbulkan mara bahaya. Betapa banyak

khamr telah menyulut api permusuhan sesama saudara, bahkan dapat pula

16 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan
Ta’zir), 135.



mengakibatkan pertengkaran antara anak dan orang tua, bisa mematahkan
tongkat persahabatan, dan juga memutuskan tali persaudaraan.'’

Khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat
peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik cara
mengkonsumsi benda yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk
minuman sehingga para pelakunya disebut peminum, di era modern benda
yang memabukkan dapat dikemas dalam berbagai kemasan yakni dalam
bentuk benda padat, cair, gas, bahkan bisa dikemas dalam bentuk
makanan, minuman, tablet, kapsul, atau juga serbuk. Disesuaikan dengan
pengkonsumsi. '8

Menurut Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan
seseorang dalam keadaan mabuk apabila sudah kehilangan akalnya untuk
berfikir mereka juga tidak dapat membedakan antara langit dan bumi
antara laki-laki maupun perempuan, Muhammad bin Hasan dan Abu
Y usuf menjelaskan bahwa mabuk ialah orang yang banyak mengigau.'’

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang
dimaksud khamr adalah minum-minuman yang dapat memabukkan, baik
minuman tersebut disebut sebagai khamr maupun tidak.?° Khamr adalah

salah satu upayah syari’at Islam dalam memelihara akal manusia (A4i£zh

al-agl). Pemelihara akal ini bukan sekedar untuk keselamatan manusia

17 Ali Ahmad Al-Jurjari, Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang : CV As Syiffa), 441.
18 Zinuddin Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu hukum Isiam di Indonesia, 114-115.

19 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustakan idea, 2015), 109.

20 A Djazuli, Figh Jinayah (uapaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 97.



secara perseorangan tetapi untuk keseluruhan. Sebab akibat dari
pelanggaran tersebut tidak saja berdampak kepada diri sendiri melainkan
orang lain.?!

Islam bersikap tegas mengenai minuman khamr, tidak memandang
banyak sedikitnya kadar khamr tersebut, tetapi Islam melihat dari
dampak dari minuman tersebut yakni memabukkan dan dapat
menjerumuskan manusia pada kehancuran. Oleh karena itu minuman
khamr harus dijauhi bahkan Rasulullah SAW menegaskan “minuman
apapun jika kebanyakan dapat memabukkan, maka minum sedikitpun
sudah termasuk haram” (H.R Muslim). Seorang muslim tidak
diperkenankan untuk minum khamr walaupun sedikit, tidak pula
memperjual-belikan, menghadiahkan ataupun membuatnya. Seorang
muslim dilarang pula mencampur minuman khamr pada minuman atau
makanan lainnya.

Khamr dilarang untuk dijadikan sebagai obat, adapun seseorang
pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hukum minuman
khamr. Kemudian Nabi menjawab “dilarang” kemudian seseorang pun
mengatakan kepada Nabi bahwasanya khamr digunakan untuk obat.

Selanjutnya Rasulullah Nabi menjawab:

2! Enceng Arif Faizal, dan Jail Mubarok, Kaidah Figih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),
(Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 137.



“Khamr itu bukan obat, tetapi penyakit”. (H.R Muslim, Ahmad,
Abu Dawud dan At-Tirmidzi)*

Khamr merupakan minuman yang dapat memabukkan. walaupun
demikian khamr atau barang yang memabukkan dapat dikonsumsi dalam
keadaan tertentu. Sehingga dapat digiyaskan bahwa minuman tuak
merupakan minuman yang beralkohol dengan kadar alkohol 8.51% yang
pembuatannya terbuat dari biji-bijian yang difermentasikan. Dan
dijelaskan bahwa minuman tuak merupakan minuman yang dicampur
dengan bahan obat-obatan lainnya sesuai penjelasan bapak Khusnul

Khuluq selaku kepala desa Paciran.?3

3. Pelaksanaan Hukuman dalam Jarimah Hudud

Para fugaha’ sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuamn
yang elah ditetapkan dalam jarimah Audud adalah kepala negara atau
wakilnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk
kepentingan masyarakat, karena hukuman itu merupakan hak Allah, maka
pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat yakni kepala
negara,

Karena pelaksanaan Aadd memerlukan berbagai pertimbangan berupa
ijtihad serta penelitian supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan yang
berdampak pada ketidaktepatan. Sehigga pelaksanaan hukuman harus

diserahkan kepada kepala negara atau wakil yang diperintah.

22 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008), 93-94.
2 Khusnul Khulug, Kepala Desa Paciran Lamongan, Selasa 18 Februari 2020. Pukul 10:23 Wib



Untuk melaksanakan hukuman Aadd maka kehadiran kepala negara
tidak menjadi syarat. Rasulullah tidak memandang kehadiran kepala negara
sebagai keharusan ketika beliau memerintah Ma iz beliau sendiri tidak hadir
di tempat eksekusi. Meskipun demikian persetujuan kepala negara dalam
melaksanakan hukuman sudah menjadi hal yang wajib, dalam sejarah
perkembangan hukum pidana Islam penerapan hukuman Aadd pada masa
Rasulullah maupun a/-Khulata al-Rashidun persetujuan mereka selalu ada.

Jika hukuman Aadd dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak, akan
berakibat berbeda dengan isi hukuman di atas. Hukuman Aadd merupakan
hukuman yang tidak dapat digugurkan atau dimaaafkan. >4

Dalam Hadist juga telah dijelaskan tentang hukuman minuman

memabukkan.
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(NASAI-5567) : Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin [brahim ia
berkata; telah memberitakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari
‘Abdurrahman bin Abu Nu’m dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat
Muhammad shallalluhu ‘alaihi wasallam, mereka berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “barangsiapa minum khamr
maka cambuklah dia, jika minum khamr lagi maka cambuklah dia, jika

masih minum lagi maka cambuklah, dan jika masih tetap minum lagi
maka bunuhlah dia.””’

24 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Figih Jinayah, 98-103.
2 Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadist Hukum Pidana, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),

85-87.



Dalam Islam bagi pelaku minum khamr sejak meminumnya sudah di
hukum tanpa menunggu mabuk atau tidak, ditempat mana pun baik
keramaian maupun dalam tempat yang sepi, merugikan orang lain maupun
tidak. meminum minuman yang memabukan sesungguhnya sudah diangap
sebagai pelanggaran karena telah bertentangan dengan akhlak karimah
apalagi jika menimbulkan hal yang negatif bagi siapapun. Minuman yang
memabukkan dapat merusak akal, sedangkan akal yakni pengendalian
akhlak. Demikian pemberian hukuman bagi pelaku minuman yang
memabukkan karena upaya menjaga kesehatan akal. Dan untuk hukuman
bagi pemabuk yang telah mengulangi perbuatannya maka hukumannya
pertama hingga ketiga kalinya maka hanya dicambuk namun apabila sudah
empat kali maka harus dihukum mati. 2

Dalil yang menetapkan bahwa tambahan empat puluh dera tersebut
adalah hukuman ¢a’zir, bukan hukuman hadd adalah hadist riwayat Muslim
(1707) bahwasanya Ustman bin affan menjatuhkan hukuman dera karena
mengkonsumsi minuman keras kepada Al-Walid bin ‘Ugbah bin Abi
Mu’aith. Maka Abdullah bin Ja’far menjalankan prosesi dera tersebut,
sedangkan Ali ikut menghitungnya ketika sampai hitungan empat puluh,
Utsman berkata, “cukup” kemudian dia melanjutkan, “Nabi SAW mendera
empat puluh (40) kali, Abu Bakar empat puluh (40) kali, dan Umar delapan
puluh (80) kali. Dan sesuai sunnah dan ini empat puluh (40) kali lebih aku

sukai” karena inilah yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW, lebih

26 Ibid, 88.



berhati-hati dalam menegakkan hukum, agar tidak melebihi yang ditentukan,
agar tidak menjadi kezhaliman.

Orang yang sedang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak dapat
dikenakan hadd karena keadaan itu tidak akan membuatnya jera dan
sakitnya hukuman. Hadd minuman keras diputuskan berdasarkan pada dua
hal yaitu : bukti-bukti dan pengakuan pelaku. Penetapan hukuman Aadd bagi
pelaku pengkonsumsi minuman keras diputuskan dari persaksian dua laki-
laki atau dengan pengakuan pelaku sendiri. Dalam hadist Muslim (1207).
Seseorang tidak boleh dihukum Aadd hanya dengan alasan muntah atau
mencium bau minum-minuman keras dari mulutnya, karena hal itu bisa saja
dipaksa atau terpaksa atau salah minum minuman keras, disamping itu ada
juga minuman lain yang memiliki bau seperti minuman keras, karena hal-hal
yang tidak pasti maka dapat mengakibatkan keraguan, sehingga dapat
dikatakan orang tersebut minum khamr atau tidak. Dan hukum Aadd tidak
boleh diputuskan berdasarkan syubhat atau keragu-raguan. >’

Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum
khamr berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh
kali. Menurut hukum pidana Islam tidak ada aturan hukuman bagi pelaku
jarimah meminum khamr kecuali dengan hukuman cambuk. Dari kalangan
Hanafiyah, bahwa membedakan antara sanksi sekadar meminum khamr dan

sanksi mabuk. Karena sedikit banyaknya meminum khamr tetap saja haram,

27 Mustafa Dieb al-Bigha, Fikih Sunnah Imam Syati’, (Sukmajaya : Fathan Media Prima), 315-
317.



maka peminum yang tidak sampai juga bisa dikenai sanksi, apalagi pelaku
tersebut minum khamr sampai mabuk tentu saja sanksi tersebut akan lebih
berat. Adapula jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekadar
meminum dan sanksi mabuk, menurut jumhur ulama meminum khamr dalam
jumlah banyak atau sedikit tetap saja hukumnya haram.

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah
meminum khamr adalah 40 kali cambuk. Dengan alasan mereka antara hadist
Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi
hukuman bagi meminum khamr yakni 40 kali cambuk. Sementara itu,
tambahan 40 kali cambuk sebagaimana dilakukan Umar bukanlah sebagai
hudud, melainkan sebagai fa’zir yang merupakan kebijakan Umar sendiri,
masalah #a’zir merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa
setempat. Jika ingin, maka dapat dilakukan tetapi apabila tidak juga tidak
masalah, bisa ditinggalkan. Hal tersebut sesuai tinjauan kemaslahatan
sehingga ia menambahkan sanksi. Sementara itu, Rasulullah, Abu Bakar, dan
Ali tidak melihat ada unsur kemaslahatan sehingga mereka tidak
menambahkan sanksi. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Nawawi. Oleh karena
itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 kali

menjadi 80 kali cambuk merupakan kewenangan penguasa setempat. 28

28 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016), 64-65.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS MENURUT PERDA

LAMONGAN

A. Pemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan kata yang terdiri dari pemerintah dan
daerah sedangkan menurut istilah pemerintah yakni badan atau organisasi
yang sedang mengurus.! Sedangkan kata Daerah merupakan kesatuan
wilayah yang memiliki unsur-unsur khas yang kemudian menjadi hal yang
berbeda dengan wilayah lainnya. Dan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 menyebutkan bahwa daerah adalah suatu kesatuan wilayah yang
bersifat otonom (berdiri sendiri atau pemerintahan sendiri), dijelaskan pada
pasal 1 angka 12 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa daerah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengurus dan mengatur tentang pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara
kesatuan.

Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
DPRD menurut asas otonom serta membantu prinsip otonomi dalam sistem

negara kesatuan republik Indonesia.

' G. Setya Nugraha R. Msulina, Kamus bahasa Indonesia (Surabaya : Karina), 146.
2 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara Indoneisa, ( Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 231
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Pemerintah Daerah juga dapat dikatan sebagai orang yang bertugas
menjalankan pemerintahan didaerah tertentu, dan dijelaskan pada pasal 1
angka 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang
meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemda menjelaskan bahwa
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem serta prinsip
negara kesatuan Indonesia yang dimaksud dalam UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

Indonesia merupakan negara yang diprolamasikan pada tanggal 17
Agustus tahun 1945. Negara lahir pada perjuangan bangsa Indonesia yang
bertekad mendirikan negara kesatuan. Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa
negara Indonesia yakni negara kesatuan yang berbetuk republik, Indonesia
pula negara yang hukum berdaulat rakyat, negara Indoneisa merupakan
negara konstitusi dan berbentuk republik kesatuan. Indonesia membentuk
lembaga tertinggi negara antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif,
lembaga yudikatif dan lembaga pemeriksa keuangan.

Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bergabung keduannya membentuk
MPR. Undang-Undang 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah

Daerah dan pasal 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara



Indonesia dibagi dalam provinsi dan kabupaten atau kota dan desa yang
bersifat otonom.?

Pemerintah merupakan suatu sistem untuk menjalankan wewenang
dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, atau
pengertian pemerintah juga sekelompok orang yang secara bersama-sama
memikul tenggung jawab terbatas, guna menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga dapat dikatakan sebagai penguasa suatu negara atau
badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Beda dengan kata
pemerintahan jika pemerintahan berarti organ atau alat pelengkap,
sedangkan arti luar dari pemerintahan yakni semua yang mencakup aparatur
negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga yang menjadi
pelengkap negara dalam menjalankan berbagai macam aktivitas guna
mencapai tujuan negara. Atau segala kegiatan yang terorganisir bersumber
pada kedaulatan dan kemerdekaan belandaskan dasar negara.

Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga peraturan
perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan kepala
daerah. Kepala daerah dibantu wakil kepala daerah. Kepala daerah
merupakan pimpinan eksekutif pada linkungan pemerintah daerah, kepala
daerah provinsi yakni gubernur, kepala daerah Kabupaten yakni bupati, dan

kepala daerah kota yakni walkot atau walikota.*

3 Hanafi Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Dacrah, (Jakarta : PT Grasindo,
2005), 100.
* Sirajuddin, Hukum Pelayanan Publik, (Malang : Setara Press, 2011), 59.



Penyelenggaraan pemerintah daerah tercantum pada pasal 18 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indinesia 1945 pemerintah daerah
mencangkup unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara
pemerintah daerah pada bidang legislatif.

B. Peraturan Daerah
1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Merupakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan
persetujuan kepala daerah, sedangkan dalam Undang-Undang No 32 tahun
2004 menjelaskan Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah
baik provinsi atau kabupaten (kota).

2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupatan dan disetujui oleh bupati atau walikota. Peraturan daerah berlaku
dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.’

Pembentukan Perda (Peraturan Daerah) sejalan dengan agenda
otonomi yang makin meluas, dan dikukuhkan kedudukannya sebagai

kekuasaan pemerintah daerah bersifat mandiri. Pembuatannya semestinya

5> Soenobo Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2004), 36.



peraturan daerah tingkat provisi maupun tingkat kabupaten (kota) dilihat
setara dengan undang-undang artinya sama-sama produk hukum legislatif.®
Kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan
peraturan perundang-undangan terjadi dalam perumusan peraturan daerah.
Kepala daerah memiliki kewenanangan dalam persoalan tersebut, antaranya
mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang
telah mendapat persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah
(DPRD). Selaian merumuskan dan membahas rancangan undang-udang
DPRD juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah yang telah disahkan. ’
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 10
Tahun 2004 dan sebagainnya, meliputi :
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
daerah provinsi bersama dengan gubernur.
b. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) kabupaten atau kota bersama bupati atau walikota.
c. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan

Perwakilan Desa atau bersama kepala desa.®

Tata cara pembuatan peraturan desa atau peraturan setingkat sesuai

pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten atau kota yang

¢ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitusionaliame Indonesia, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,
2011), 288-289.

7 Ibid, 291.

8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah konsultasi RI, 2006), 221



bersangkutan. Kemudian dalam pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa jenis
peraturan perundang-undangan selaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. °

3. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan
tentang peraturan daerah pengawasan, pengendalian, peredaran minuman
yang beralkohol. Dan resmi ditetapkan pada sidang paripurna, PERDA
ditetapkan setelah beberapa kali melakukan rapat. Soekarwo sebagai
Gubernur Jawa Timur mengatkan bahwa PERDA tentang pengawasan dan
pengendalian dan peredaran minuman beralkohol sangat berguna sebagai
meminimalisir terjadinya hal-hal negatif serta dapat meningkatkan
keamanan dan ketertiban Jawa Timur.

Dampak buruk dari minuman beralkohol adalah salah satu hal yang
dapat mempengaruhi ketertiban, karena dampak buruk minuman beralkohol
menyebabkan keresahan pada masyarakat. Sehingga adanya PERDA ini
dapat meminimalisir dampak buruk dari minuman beralkohol. Minuman
beralkohol tradisional yang beredar harus ada izin dari Bupati atau Walikota
setempat. Peraturan daerah tentang minuman beralkohol ini juga dapat

menjaga ketertiban umum.

® Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, 221



Anggota Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Jawa Timue H.M Muchtar SIP,MBA menyatakan bahwa adanya PERDA
Minuman beralkohol dapat membatasi peredaran minuman keras dikalangan
masyarakat.'?
C. Sekilas tentang Peraturan Daerah Lamongan
Banyak sekali permasalahan yang diakibatkan karena minuman keras
secara bebas pada masyarakat, meskipun dalam Islam telah menetapkan hukum
larangan minuman keras hal itu tidak membuat jera, mereka tetap saja
mengkonsumsi minuman keras atau melakukan hal yang berkaitan dengan
minuman keras. Akibatnya banyak sekali permasalah yang dihadapi bagi
Pemerintah karena minuman keras. Akibat dari minuman keras sehingga dapat
menimbulkan efek buruk dapat merusak akal, dapat kecelakaan lalu lintas
bahkan sampai tingkat kriminal.

Menurut Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qurqus mereka menjelaskan

beberapa bahaya alkohol antara lain:

1. Dapat mengakibatkan kecanduan terbatas. Yang berarti kecanduan
alkohol yang mengenai bagian otak, seperti melakukan kejahatan
yang tak dapat berfikir dengan akal sehat.

2. Kecanduan terus menerus. Kecanduan yang mengakibatkan ketagihan

yang tak bisa berhenti, bahkan tak bisa hidup tanpa adanya alkohol.!!

10 http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/40662
' Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, A/-Qur’an dan Alkohol Tinjauan llmu Kedokteran, (Jakarta :
Panji Masyarakat, t.t,) 52.
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa alkohol sangat
berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga Pemerintah Daerah
melakukan tindakan untuk mencegah penjualan minuman keras dengan
mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang semua aktifitas yang
berkaitan minuman keras dalam PERDA Kabupaten Lamongan nomor 03
Tahun 2004. Sesuai dengan pertimbangan PERDA bahwa kesehatan dan
ketentraman masyarakat lebih diutamakan, maka Peraturan Daerah Lamongan
perlu mengatur, mengawasi, mengendalikan peredaran dan penjualan minuman

keras.!?

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun 2004 tentang

pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras berisi 7 bab dan 11

pasal.
Bab | Ketentuan umum, terdiri dari 1 pasal
Bab II Maksud dan tujuan, terdiri dari 2 pasal
Bab III Pengawasan dan pengendalian, terdiri dari 3 pasal
Bab IV Ketentuan pidana, terdiri 1 pasal
Bab V Ketentuan Penyidikan, terdiri 1 pasal
Bab VI Ketentuan peralihan, terdiri 1 pasal

Bab VII Ketentuan penutup, terdiri 2 pasal
Permasalahan tentang minuman keras sudah pasti memerlukan peraturan

hukum, dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras pemerintah

12 Bagian Menimbang PERDA Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan
pengendalian peredaran minuman keras, 1.



mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan
dan pengendalian minuman keras Kabupaten Lamongan. Dalam peraturan
tersebut telah dijelaskan adanya larangan bahkan ketentuan pidana bagi
seseorang yang telah melakukan hal yang berkaitan dengan minuman keras.
Sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan:

Bahwasanya adanya peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 03
Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras
di Kabupaten Lamongan dengan pertimbagan penggunaan minuman keras
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan ketertiban serta gangguan
keamanan umum. Dan untuk melindungi masyarakat, terhadap bahaya
penggunaan minuman keras sehingga perlu adanya pengawasan dan
pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan dengan
menetapkan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Lamongan maka memutuskan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di
Kabupaten Lamongan. Dalam PERDA Lamongan bab I menjelaskan tentang
ketentuan umum guna menyamakan pengertian agar tidak salah dalam
penafsiran pada peraturan daerah tersebut, antara lain: Daerah, yaitu semua
tempat yang berada di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Daerah, yaitu Kepala
Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif.
Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan. Yang dimaksud dalam PERDA

Lamongan Minuman Keras yaitu semua jenis minuman yang beralkohol tetapi



bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1% - 5%,
minuman keras golongan B kadar etanol 5%-20%, minuman keras golongan C
kadar etanol lebih dari 20%-55%. Di dalam PERDA Lamongan juga
menjelaskan bahwa yang termasuk industri minuman keras adalah semua jenis
usaha yang dilakukan baik perorangan atau kelompok yang berbadan hukum
maupun tidak untuk memproduksi minuman keras. Sedangkan memproduksi
yaitu semua usaha pembuatan jenis minuman keras. Seperti mencampur,
menjamu, meracik bahan-bahan sehingga menjadi minuman keras. Kemudian
minuman keras dapat dijualbelikan, diedarkan, ditawarkan. Baik dengan cara
iklan, spanduk maupun lainnya untuk menarik pembeli atau pengkonsumsi.

Pada pasal 2 dan 3 menjelaskan mengenai tujuan dan maksud adanya
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mana pengawasan dan
pengendalian minuman keras untuk membatasi jumlah adanya peredaran
minuman keras di Lamongan, serta guna mengantisipasi adanya gangguan
sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan oleh minuman keras.

Yang dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten Lamongan minuman
keras yaitu semua jenis minuman baik yang diproses secara modern maupun
tradisional termasuk arak dan tuak.

Mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras ditegaskan pada
pasal 4 sampai pasal 6 Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2004 bahwa setiap
orang dilarang untuk menawarkan, memproduksi, memperdagangkan,
mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum minuman keras golongan

B dan golongan C. Dan setiap orang yang menawarkan, memproduksi,



memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos atau meminum
minuman keras golongan A harus dapat izin dari Kepala Daerah. Surat Izin
harus diajukan secara tertulis dan dilanjut pada keputusan Kepala Daerah.
Sedangkan produksi peredaran minuman keras golongan A harus dilakukan
pada lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam pasal 7 Peraturan Daerah menetapkan ketentuan pidana bagi yang
melanggar aturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 Tahun
2004, bahwasanya yang melakukan pelanggaran pada ketentuan pasal 4, pasal
5, dan pasal 6 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). serta
pasal 8 menjelaskan adanya ketentuan penyidikan, penyidikan dapat dilakukan
oleh penyidik pegawai sipil pada lingkungan pemerintah daerah dengan
wewenang apabila penyidik menerima laporan tentang tindak pidana
pelanggaran peraturan daerah, pemeriksaan tempat kejadian, memeriksa
tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil seseorang
sebagai  saksi, kemudian mengadakan tindakan hukum sebagai
pertanggungjawaban.

Ketentuan penutup dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2004 terdapat
pada bab VII pasal 10 dan pasal 11 apabila terdapat hal-hal yang belum diatur
dalam peraturan daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur
lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. Dan PERDA berlaku sejak tanggal

2 Desember 2004 oleh bupati Lamongan. supaya semua orang dapat mengetahui



peraturan daerah dengan penempatan dalam lembaran daerah Kabupaten
Lamongan.'3

Di dalam Peraturan Daerah sudah dijelaskan bahwa minuman keras
merupakan minuman yang beralkohol tetapi bukan obat,'* begitu pula dengan
minuman tuak merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren
(pohon siwalan) yang difermentasikan.'> dalam uji laburatorium minuman tuak
sudah di uji kadar alkoholnya dan hasil dari kadar alkoholnya yakni 8.51%.'

Perda syariah atau peraturan daerah yang bernuansa syariah merupakan
peraturan daerah di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam. Peraturan ini
merupakan hasil dari pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kemunculannya
dilatarbelakangi oleh undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan
pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan selama tidak bertentangan
dengan undang-undang yang lebih tinggi.'’

Penerapan perda syariah sudah dilakukan, akan tetapi peraturan daerah
Kabupaten Lamongan tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras
nomor 03 tahun 2004 bukan termasuk perda syariah, akan tetapi di Lamongan
yang termasuk perda syariah yakni PERDA Kabupaten Lamongan tentang

pemberantasan pelacuran dalam perda nomor 05 Tahun 2007. Sama halnya

13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan
peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan, 2-5

4 Ibid, 2.

15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3,
(Jakarta : Balai Pustaka, 2005).

16 Biochem teknology, Laboratorium Penguji LP-286-IDN, Komite Akreditasi Nasional di
Indoneisa.

17 https://id.wikipedia.org/wiki/Perda Syariah
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penerapan di Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah berbasis syariah yang

dikenal dengan qanun, sejumlah aturan hukum di Aceh telah disusun dalam

peraturan qanun, contohnya hukuman campuk bagi pelaku maksiat dalam

peraturan ganun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan hukuman jinayah.'®

Penerapan sanksi bagi minuman keras tidak hanya diatur dalam peraturan

daerah saja akan tetapi sanksi atau hukuman bagi minuman keras diterapkan

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam kuhp dijelaskan

dalam pasal 300 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun

atau pidana denda paling banyak empat lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang
memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

2. Barang siapa yang sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya
belum cukup enam belas tahun

3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang

untuk minum minuman yang memabukkan. '

Dalam pasal 536 dijelaskan bahwa: (1) Barangsiapa terang dalam keadaan
mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua
ratus dua puluh lima rupiah. (2) jika melakukan pelanggaran belum lewat satu
tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap kerena pelanggaran yang

sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti

8https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-
hingga-papua/full&view=ok

19 Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 120.
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dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) jika terjadi penggulangan
kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap
dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) pengulangan
ketiga atau lebih dalam satu tahun setelah memidanaan yang kemudian karena
pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, maka akan dijatuhi
hukuman kurungan paling lama tiga bulan. Dalam pasal 537 juga menjelaskan
barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras
atau arak kepada anggota Angkatan bersenjata baik kepada anak maupun istri
maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana
denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah. Dalam pasal 538 menjelaskan
barang siapa yang sengaja memberikan atau menjual minuman keras kepada
anak di bawa umur enam belas tahun. Maka diancam dengan pidana kurungan
paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah. Pasal 539 barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian
untuk umum atau pertunjukan rakyat yang diselenggarakan arak-arakan untuk
umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dijadikan
sebagai hadiah maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua

belas hari atau pidana dengan paling banyak tujuh puluh lima rupiah.?°

Unsur-unsur tindak pidana minuman keras menurut Sasoko dalam kitab
Undang-undang hukum pidana masalah minuman keras diatur dalam pasal 300,

pasal 492, dan pasal 536 yang menjelaskan bahwa:

20 1bid, 212-213.



a. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan
kepada orang yang dalam keadaan mabuk.

b. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun.

c. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memkasa orang
untuk meminum yang memabukkan

d. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 menjelaskan

tentang jenis pemidanaan yakni:

1. Pidana pokok
a. Pidana mati
Pidana mati adalah pidana terberat dari semua hukuman yang ada
di Indonesia. Hukuman mati yakni suatu hukuman atau vonis yang
dijatuhkan di pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang di
jatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Hukuman terberat karena
penulisan undang-undang merupakan urutan teratas dari semua hukuman.
b. Pidana penjara
Pidana penjara menurut Andi Hamzah yakni bentuk pidana yang
berupa kehilangan kemrdekaan, pidana penjara merupakan pidana
pengasingan.?!’ Hukuman penjara bentuk dari pidana yang membatasi

seseorang yaitu berupa kurungan.

2 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan pemidanaan di Indonesia, (Jakarta : Pradana Paramita, 1993),
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c. Pidana kurungan
Pidana kurungan yaitu bentuk dari hukuman perampasan
kemerdekaan bagi pelaku yakni pemisahan pelaku dari masyarakat
pergaulan hidupnya dalam waktu tertentu. Pidana kurungan dapat
diartikan sama dengan pidana penjara yakni perampasan kemerdekaan
seseorang, akan tetapi pidana kurungan dikatakan lebih ringan dari pada
pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ditentukan dalam KUHP pasal
18.
d. Pidana denda
Pidana denda yakni hukuman berupa kewajiban seseorang untuk
mengembalikan kesalahan dengan membayar sejumlah uvang tertentu
yang jumlahnya sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
Pidana denda merupakan pidana pokok dengan urutan paling bawah
artinya pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan.
2. Pidana tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu sebagai pencabutan segala hak yang
dipunyai seseoang.
b. Perampasan barang-barang tertentu
Pidana perampasan barng-barang tertentu yakni jenis pidana harta
kekayaan, contohnya sama dengan pidana denda. Ketentuan barang-

barang tertentu dijelaskan dalam KUHP pasal 39.



c. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim yakni apabila hakim memerintahkan
agar putusan di umumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan
umum maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas
biaya terpidana, pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya

dijatuhkan dalm hal-hal yang sudah ditentukan pada undang-undang.



BABIV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI
MINUMAN TUAK DI PACIRAN LAMONGAN MENURUT PERDA

KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 03 TAHUN 2004

A. Analisis terhadap Hukuman Minuman Tuak menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004.

Minuman keras bukanlah hal yang asing lagi, sehingga sudah diterapkan
beberapa peraturan yang diatas bahwasanya larangan minuman tuak telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun
2004 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras pada
pasal 7 dijelaskan larangan melakukan peredaran, perdagangan, penyimpanan,
pengoplosan dan peminum minuman keras disertai ketentuan pidana bagi yang
melakukan. Dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana penyalagunaan
minuman keras diatur pada pasal 300 ayat (1) diancam pidana penjara paling
lama satu tahun atau denda paling banyak empat lima ratus rupiah dengan
ketentuan: 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman
yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. 2. Barang
siapa yang sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum
cukup enam belas tahun. 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa orang untul minum minuman yang memabukkan.!

! Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, 120.
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Dapat dipahami bahwa minuman tuak di Paciran merupakan minuman
keras dengan kadar alkohol 8.51% sedangkan dalam Peraturan Daerah
menjelaskan yang termasuk minuman jenis alkohol tetapi bukan obat meliputi:
golongan A dengan kadar alkohol (C2H50H) 1-5%, golongan B dengan kadar
alkohol (C2H50H) 5-20%, dan golongan C kadar alkohol (C2H50H) 20-55%.2

Dalam Peraturan Daerah telah ditetapkan bahwa hukuman minuman
keras pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000- (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam KUHP pasal 300
ditetapkan hukuman minuman keras yaitu pidana penjara kurungan 1 tahun
atau denda paling banyak empat lima ratus rupiah.

Masyarakat sampai sekarang masih mengkonsumsi minuman tuak.
Pemerintah haruslah bersikap tegas dalam menegakkan peraturan sehingga
pelanggaran yang ada dapat berkurang. Penerapan dalam pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2004 bahwa masyarakat desa paciran terjadi
pelanggaran karena dalam pasal tersebut dijelaskan larangan meminum
minuman tuak namun masyarakat melakukan pelanggaran tersebut serta tindak
pidananya.

B. Analisis terhadap Hukum Pidana Islam bagi Minuman Tuak menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004
Permasalahan minuman keras bukan lagi masalah yang baru sejak zaman

dahulu meskipun dalam Islam sudah dijelaskan tentang hukum larangan

2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 tentang pengawasan dan
pengendalian peredaran minuman keras, 2.



minuman keras baik dari segi memproduksi, mengkonsumsi, maupun
memperjualbelikan tetapi masih banyak orang yang melanggar hal tersebut.
minuman keras dilarang karena banyaknya dampak negatif yang diakibatkan
dari minuman tersebut. minuman keras merupakan induk segala kekejian,
minuman keras dapat mengakibatkan seseorang lalai akan TuhanNya mereka
tidak lagi melakukan sholat, tetapi melakukan hal —hal yang negatif bahkan
sampai tingkat kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Sayid Sabiq khamr merupakan benda cair yang sudah
difermentasikan dari biji-bijian yang mana kandungan gulanya akan berubah
menjadi alkohol dengan melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang
dicampurkan untyk terjadinya proses fermentasi tersebut, sedangkan menurut
Al-Raqib minuman khamr merupakan minuman yang dapat memabukkan dan
hilangnya akal sehat seseorang. Sehingga minuman tuak dapat digiyaskan
dengan minuman khamr yang terbuat dari biji-bijian kemudian difermentasikan
dan mengakibatkan memabukkan bahkan dapat merusak akal sehat.

Islam mengharamkan minuman tuak diterapkan dalam hukum positif
seperti dalam pasal 7 Nomor 03 Tahun 2004 yakni “pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sabanyak-banyaknya Rp. 50.000.000-
(lima puluh juta rupiah)”.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT menetapkan syariat. Hukum Islam

dipandang paling sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (Magasid asy-



syari’ah) yaitu melindungi Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan® karena
syariat Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan hidup. Maka dari itu
Islam melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak jiwa,
akal, maupun yang lainnya.

Adapun unsur —unsur jarimah terdapat tiga unsur yakni unsur formal,
unsur materil, dan unsur moril. Unsur formal (a/-Rukn al-Syar’iy) yakni adanya
ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan sutau perbuatan serta dapat
mengancam pelanggarnya. Unsur materil (a/-Rukn al-Madi) yakni adanya
tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan
formal. Unsur moril (al-Rukn al-Adabiy) yakni apabila pelakunya seorang
mukalaf yaitu orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. 4

Hukuman yang diberikan bagi pelanggaran Peraturan daecrah Lamongan
nomor 03 Tahun 2004 merupakan kurang tepat karena ringannya hukuman yang
diterapkan sehingga tidak mampu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi
perbuatannya. Ringanya hukuman yang diterapkan dalam Perda Lamongan
berpotensi terhadap meningkatnya penyalahgunaan minuman tuak
dimasyarakat. Masyarakat tidak merasa takut untuk melanggar peraturan yang
ditetapkan pada PERDA, sehingga hukuman tersebut tidak mampu memberi

efek jera bagi penjual minuman tuak, semestinya hukuman yang diberikan

3 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Kencana, 2019), 6
* H.A Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kecjahatan dalam Islam), (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2000), 12.



harus lebih tegas atau setidaknya hukuman yang diterapkan dalam syariat
Islam.

Para ulama sepakat bahwa minuman tuak ditetapkan sanksi hukuman
hadd, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringanya tindakan pelanggaran
yang dilakukan seseorang atau hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk
mencegah kejahatan® hukuman Aadd merupakan hukuman yang tidak boleh
digugurkan atau dimaafkan. hukuman yang dijatuhkan bagi pengkonsumsi
minuman tuak adalah hukuman cambuk sebanyak 40 sampai 80 kali cambuk.
Hukuman 40 kali dera merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hak Allah,
tetapi dera 40 lagi hukuman ta ’ziryang penerapannya diserahkan pada u/i/ amri
(hakim).

Dalam hukum pidana Islam sudah dijelaskan bahwa terdapat berbagai
macam hukuman yang mana ada hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah) yang
berarti hukuman yang menggatikan hukuman pokok apabila hukuman pokok
tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, contohnya hukuman diyah
atau denda sebagai pengganti hukuman gisas, dan hukuman ta’zir sebagai
pengganti hukuman haddyang tidak dapat dilaksanakan.

Ta’zir merupakan hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim
terhadap perbuatan kejahatan yang belum ditentukan hukumanya oleh syariat
atau hukuman yang ada kebijaksanaan hakim sebagai akibat dari pelanggaran
atas perintah Allah dimana tidak ada ketentuan hukumannya baik dalam Audud,

qishash maupun kafarat.

> Mardani, Hukum Pidana Islam, 9.



Jarimah Audud bisa dipindah dengan jarimah ta’zir apabila ada syubhat,
demikian apabila jarimah Audud tidak memenuhi syarat. Jarimah ¢a’zir
merupakan jarimah yang ditentukan oleh hakim (u/i/ amri) sesuai dengan nilai-
nilai, tujuan syariat dan prinsip syariat. Hukuman ta’zir digunakan agar jera
dan memberi pelajaran bagi pelaku jarimah. Palaksanaan hukuman #a’zir baik
yang jenis larangannya ditetukan oleh nash maupun tidak, hukumannya
diserahkan kepada w/il amri (hakim) atau penguasa. Begitu juga dengan sanksi
minuman tuak tidak dijelaskan dalam nash. Sanksi mengkonsumsi minuman
keras dapat diserahkan pada wu/i/ amri (hakim). Sanksi ¢a’zir yakni sanksi yang
ditetapkan ukuran sanksinya diserahkan kepada penguasa agar menetapkan
kadar sanksi dan jenis sanksinya.

Sanksi hukuman ¢a ’zir terdapat beberapa macam antara lain: sanksi yang
mengenai badan, seperti hukuman mati. Sanksi yang berkiatan dengan
kemerdekaan seseorang, seperti penjara dan pengangsingan. Sanksi yang
berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan. Meskipun hukuman za’zir
diserahkan pada w/il amri (hakim) maka hukuman tersebut harus
mempertimbangkan dari segi pelakunya, jarimahnya, dan korban kejahatanya.

Untuk melaksankan hukuman minuman tuak maka harus memenuhi
beberapa syarat antara lain: peminum merupakan orang yang berakal sehat,
peminum sudah baligh, peminum melakukan dengan kehendak diri sendiri, dan
peminum tahu bahwa yang diminum merupakan minuman yang memabukkan.
Adapun rukun minuman keras yaitu: yang diminum merupakan minuman keras,

dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja.



Sesuai dengan penjelasan diatas maka sanksi minuman tuak dapat
dikenakan dengan sanksi jarimah fa’zir sesuai dengan sanksi yang diterapkan
dalam KUHP dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda paling banyak empat
lima ratus rupiah, agar pelaku dapat jera dan tidak mengulangi perbuatan
tersebut.

Maka dari itu untuk hukuman pengkonsumsi minuman tuak tidak bisa
digugurkan oleh siapapun bahkan pemerintah atau perangkat negara sekalipun.
Karena hukuman minuman tuak sudah ada ketetepan pada Al-Qur’an dan
Hadist. Hukuman yang dikehendaki oleh Tuhan merupakan kepentingan untuk
masyarakat karena masyarakat merasa lebih tentram dan nyaman jika
disekeliling mereka tidak ada hal-hal yang membahayakan.

Kemudharatan yang dilakukan manusia dimuka bumi salah satunya
dengan merusak akal seperti mengkonsumsi minuman tuak, Maka sudah pasti
Allah SWT meminta kita sebagai umatnya agar selalu menjaga akal kita dengan

cara tidak mengkonsumsi minum-minuman tuak.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa penjelasan dan analisis diatas maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai minuman tuak di Desa Paciran sebagai berikut:

1. Minuman tuak di Paciran merupakan minuman yang dapat memabukan
dengan kadar alkohol 8.51%. yang mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan ditetapkan sanksi tentang minuman keras terdapat pada pasal 7
ayat (1) “pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal
6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)”

2. Dari Analisis Hukum Islam, minuman tuak di Paciran merupakan
pelanggaran yang dapat merusak akal atau magasid asy-syari’ah. Tindakan
mengkonsumsi minuman tuak dapat dihukum dengan hukuman Aadd yaitu
hukum dera sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku. Atau hukuman Aududyang artinya sanksi yang telah
ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang telah melanggar.
Hukuman hadd tidak dapat digugurkan oleh siapapun bahkan pemerintah
atau perangkat negara sekalipun, karena hukuman atau sanksi tersebut telah
ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an maupun Hadist. dalam hukum

pidana Islam terdapat jenis-jenis hukuman yang berarti bahwa hukuman
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pokok dapat digantikan dengan hukuman pengganti apabila terdapat alasan
yang sah, seperti hukuman Aadd dapat digantikan dengan hukuman tazir.
B. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan
saran yang mudah mudahan bisa bermanfaat:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan lebih tegas dalam
memberi sanksi terhadap minuman keras jenis apapun agar dapat
meminimalisir terjadinya tindak pidana minuman keras.

2. Alangkah baiknya jika masyarakat desa Paciran lebih memahami dampak
dan bahaya minuman tuak, mengetahui sanksi atau hukuman yang
diakibatkan minuman tuak dan masyarakat agar lebih patuh pada hukum

yang sudah ditetapkan.
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